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KEMENHUB. Akademi Teknik Dan Keselamatan
Penerbangan Surabaya. Tata Kerja. Organisasi.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM. 86 TAHUN 2014
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA

AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :a. bahwa dengan ditetapkannya Akademi Teknik dan

Mengingat

Keselamatan Penerbangan Surabaya sebagai Unit
Pelaksana Teknis yang menerapkan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum, perlu dilakukan
penataan organisasi dan tata kerja Akademi Teknik dan
Keselamatan Penerbangan Surabaya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Teknik dan
Keselamatan Penerbangan Surabaya;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43355);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang
Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5310);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5000);

10.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang

11

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);

.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali
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diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 273);

12.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun
2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor KM. 64 Tahun 2009;

13.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Nomor PM 68 Tahun 2013;

14.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun
2011 tentang Pedoman Penataan Organisasi di
Lingkungan Kementerian Perhubungan;

15.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun
2012 tentang Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas
Pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian
Perhubungan Yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum;

16.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/02/M.PAN/I/2007 tentang Pedoman
Organisasi Satuan Kerja di Iingkungan Instansi
Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;

17.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/18/M.PAN/1 1/2008 tentang
Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian
dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

18.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101 /KMK.05/2011
tentang Penetapan ATKP Surabaya pada Kementerian
Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah yang
Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum;

Memperhatikan : Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Menetapkan

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
B/3590/M.PAN-RB/09/2014 tanggal 26 September
2014;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI TEKNIK DAN
KESELAMATAN PENERBANGAN SURABAYA.
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(1)

(2)

(3)

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 1

Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya yang
selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut ATKP Surabaya
merupakan  perguruan tinggi di lingkungan  Kementerian
Perhubungan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Pembinaan ATKP Surabaya, secara akademik dilakukan oleh Menteri
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, sedangkan pembinaan
administrasi dan operasional dilakukan oleh Menteri Perhubungan.

ATKP Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
Direktur.

Pasal 2

ATKP Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas
menyelenggarakan program pendidikan vokasidi bidangpenerbangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ATKP
Surabayamenyelenggarakan fungsi:

a.
b.

oo Q0

0

m.

penyusunan rencana dan prograrmi;

pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi di bidang
penerbangan;

pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
pelaksanaan pemeriksaan intern;
pengembangan sistem penjaminan mutu;

pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, data dan teknologi
informasi komunikasi;

pengelolaan administrasi keuangan;
pengelolaan administrasi akademik dan ketarunaaan;

pengelolaan perpustakaan, laboratorium, simulator, serta sarana dan
prasarana lainnya;

pelaksanaan pengembangan usaha dan kerja sama;
pelaksanaan pembangunan karakter;

pembinaan sivitas akademika dan hubungan dengan lingkungannya;
dan

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
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BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4
(1) ATKP Surabaya, terdiri atas:
Direktur dan Pembantu Direktur;
Senat;
Dewan Pengawas;
Satuan Pemeriksaan Intern;
Satuan Penjaminan Mutu;
Subbagian Akademik dan Ketarunaan;

Subbagian Keuangan;

5ot o0 TP

Subbagian Umum dan Kepegawaian;

(S
.

Divisi Pengembangan Usaha dan KerjaSama;

Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

o

Unit Pembinaan Mental, Moral dan Kesamaptaan,;
1.  Program Studi;

m. Unit Penunjang; dan

n. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi ATKP Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tercantum dalam bagan Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Direktur dan Pembantu Direktur
Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
Direktur dibantu oleh 3 (tiga) Pembantu Direktur yang bertanggung
jawab kepada Direktur.

(2) Pembantu Direktur, terdiri atas:

a. Pembantu Direktur Bidang Akademik dan Kerja Sama yang
selanjutnya disebut Pembantu Direktur I;

b. Pembantu DirekturBidangKeuangan, @Umum Kepegawaian,
Pengembangan Usaha dan Kerja Sama yang selanjutnya disebut
Pembantu Direktur II; dan



